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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 1.  Seperti yang kita telah lihat pada bab di atas bahwa sudah terdapat 

payung hukum perlindungan konsumen melalui undang-undang 

prtlindungan konsumen pasal 13 yang berbunyi Pelaku usaha dilarang 

menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang 

dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa 

barang dan/atau jasa lain secara/ cuma-cuma dengan maksud tidak 

memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang 

dijanjikannya.  

Dalam pasal 13 UUPK ini memuat tentang larangan menjanjikan 

sesuatu hadiah berupa barang jasa dan lain hal nya yang tidak sesuai 

dalam perjanjian tersebut. serta pasal 8 point f  uupk yang berbunyi : 

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan 

barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam 

label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau 

jasa tersebut.  

 pasal tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum 

konsumen atas keterlambatan peberian hadiah yang di lakukan oleh 

PT GRAB Indonesia  
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2. kita sudah melihat perbedaan perbuatan melanggar hukum maupun 

wanprestasi dan sama sama sudah kita ketahui dari masing masing 

pertangung jawabanya baik pertanggung jawaban perbuatan melawan 

hukum maupun pertanggung jawaban wanprestasi, pemberian hadiah 

yang di janjikan telah lewat waktu merupakan sebuah kasus wanprestasi 

dimana si debitur harus membayar ganti kerugian beserta bunga yang 

tercantum dalam peraturan wanprestasi, akan tetapi pertanggung 

jawaban yang diberikan oleh PT greb adalah sebuah pertanggung 

jawaban perbuatan melawan hukum dikarenakan PT greb indonesia 

hanya memberikan ganti kerugian saja kepada kreditur tanpa sebuah 

bunga. 

B. Saran  

1. Sebaiknya Bagi  PT Grab Indonesia sebagai salah satu badan usaha swasta 

yang besar dan maju seharusnya memberikan suatu yang telah di 

janjikanya secara tepat waktu agar lebih di percaya konsumen dan 

penggunanya  

2. Untuk penggugat sebaiknya jika ingin berperkara atau memberikan 

gugatan harus terlebih dahulu di kaji lebih seksama agar tidak terjadi 

kekeliruan sehingga tertolak apa yang telah di usahakan nya. 
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